Jakarta, 26 Juni 1990

Nomor
: 193/1773/SJ


Kepada Yth.

Sifat

:




Menteri Muda/Sekretaris Kabinet  Republik Indonesia 

Lampiran
: 




U.p. Kepala Biro KTLN

Perihal
: Pengurusan Administrasi
 
di-




  Kerjasama  Luar Negeri



  Di lingkungan Departemen 


  Dalam Negeri



  JAKARTA
.
  
Menunjuk kembali surat kami tertanggal 19 Maret 1977 Nomor 804.42/11309 dan surat Menteri Muda Sekretaris cabinet Nomor 372/Set-Kab/Lembaran Negara/U/1/1977 perihal pengurusan administrasi bantuan tehnik Luar Negeri, bersama ini dengan hormat disampaikan kepada saudara sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, telah diadakan berbagai perubahan dan penyempurnaan tentang cara kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri.

2. Sejalan dengan tersebut butir 1 (satu), dengan tidak mengurangi tanggung jawab tehnis fungsional dari setiap komponen sebagai pelaksana, telah diadakan penyempurnaan agar semua pengurusan administrasi yang menyangkut kerjasama Luar Negeri disatukan secara terkoordinasi dalam unit kerja sekretariat Jenderal.

3. Sehubungan dengan tersebut diatas kami menarik kembali surat kami tanggal 19 Maret 1977 dan dengan ini menyampaikan kepada Saudara bahwa semua urusan administrasi dan surat menyurat tentang kerjasama Luar Negeri meliputi pengajuan pencalonan dan persetujuan pemberangkatan untuk training yang dibiayai dari dana kerjasama Luar Negeri atau dari dana lain, demikianpun mengenai pengajuan dan penyelesaian yang menyangkut proyek-proyek kerjasama Luar Negeri dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

4. Pengaturan Administrasi dimaksud tidak mengurangi prakarsa dan kegiatan setiap komponen di lingkungan Departemen Dalam negeri dalam membicarakan, membahas dan mempersiapkan berbagai kemungkinan kerjasama Luar Negeri yang sejalan dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, namun pengurusan formal untuk penyelesaian administrasi harus dilakukan secara terkoordinasi melalui unit kerja di Sekretariat Jenderal.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan atas perhatian Saudara kami menyampaikan terima kasih.
A.n . MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL,

NUGROHO

Tembusan, kepada :

1. Bapak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS.
2. Direktur Jenderal HELN, Departemen Luar Negeri.
3. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Deplu.
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Depdagri.
5. Para Kepala Bagian di lingkungan Depdagri.
6. Direktur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
7. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, seluruh Indonesia.
